
BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNISPEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJIKETIGABELAS
YANGBERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2O2 1

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian T\rnjangan

n"ri Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur N3s3ra,

pensiunan, Penerima pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun

2A2l perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis

PemberianTunjanganHariRayadanGqijKetigaBelasyang
Bersumber aari irrgg*"r, Pe-ndapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2A2I;

:1.Undang-UndangDrtNomorTTahun1956tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sum1le11 Utara (Lembaran

Negara Republik Indones-ia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembarar, fr.gr'tu- Republik Indonesia Nomor LA92l;

2.Undang.Und"angNomor2STahun|999tentang
PenyelenggaraanNegarayangBer'sihdanBebasKorrrpsi,
Kolusi, do:n Nepotisrie (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun Lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3.Undang-UndangNomortTTahun2o0stentangKeuangan
Negara (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 42861;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2ao4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2afi tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OlL Nomoi 82, Tambahan Lembaran Negara

RepubliklndonesiaNomors234|sebagaimana.Fl+diubah
denganUndang-Und,angNomorl.5Tahun2ol9tentang
perubahan atar undaig-undang Nomor 12 Tahun 2oll
tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan
(Lembaran t.l"g*,. Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 183,

Tambahan t eirbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang...
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6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan- Lembaian Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undlng-Uia*ng Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

x*rjl pembar:a,n Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2olg Nomor 42, Txtbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221;
g. peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2o2L tentang

pemberian T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada

Aparatur IV"g"r"," Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan
penerima tunlangan Tahun 2ODl (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2o2L Nomor 1O8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6682\;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
pembentukan Produk Hukut D."trh (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 20g6l sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2a15 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor

157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrun 2a2O tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor l78l);
1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Karo Tahun 2AA6 Nomor 34);

12. peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2o2I
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Karo Tahurilnggaran ZOZ1 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo

Tahun2o2LNomorol,TambahanLembaranDaerah
KabuPaten Karo Nomor O1);

13. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2oL6 tentang

Kedudukan, srisunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun

2OL6 Nomoi 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Karo Nomor O? fanun 2Ol7 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Orfanisasi, T\-rgas dan Fungsi serta Tata Kerja
perangkat Da[rah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Ol7

Nomor 04);

14. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2o2L tentang

PenjabaranAnggaranPendapatandanBelanjaDagr.ahTahun
Anggaran ZOZllnerita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2O2L

Nomor O1);

MEMUTUSKAN...



Menetapkan :

a
J

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN

HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

KARO TAHUN ANGGARAN 202 1.

Pasal L

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten Karo'

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanr."ttrtr*anpemerintahanyangmenjadikewenangan
daerah otonom.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeryh yang selanjutnya

disingkatAPBDadalahrencanakeuangantahunan
pemelrintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintahdaerahdanDPRD,danditetapkandengan
peraturan daerah-

4. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan- kerjanya

be?ada pada lembaga negara-yang merupakan alat kelengkapan

negara, beserta Iembaga negara penunjang fungsi. alat

kelengkapannegara,bertugasmenjalalkanfungsiuntuk-dan
atasnamanegarasesuaidenganketentuanperundang.
undangan.

S.PegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPNSadalah
wirga nueglra Indonlsia yang memenuhi syarat tertentu,

dianlkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara se9ar3 -tetap
olehlejabat Pimbi.r" Xepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian $ttjt, yang selanjutnya

disingkat PPPK adalah warga tt"g.t. Indonesia yang memeluhi
syarat tertentu, yang diangkat-berdasalk.r, perjanjian kerja

untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas

pemerintahan.
Pasal 2

T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2o2L diberikan

kepada Aparatur ti"g"." dan Pene.ittt" Tunjangan sebagai wujud
penghargian atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara

d.rg", memperhatikan t"m^tt pt'an keuangan daerah

Pasal 3

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetdirt
atas:
a. PNS dan Calon PNS;
b. PPPK; dan
c. Pejabat Negara.
d. PimPinan dan Anggota DPRD

(2)PNSsebagaimanadirnaksudpadaayat(1}hurufatermasuk:
a.PNSyangditempatkanatauditugaskandiPerwakilan

Republik Indonesia di luar negeri;

b. PNS...
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b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di

dalam ""g"ti 
,irrrpm di luar negeri yang gajinya dibayar

oleh instansi induknYa;
c. PNS Penerima uang tunggu; dan
d. PNS yant diberhEntik; sementara dan gajinya masih

dibaYarkan.
(3) Pejabat Negara sebagaiman? dimaksud pada ayat (1) huruf c

teiairi atas Bupati dan Wakil Bupati'
(a) Pimpinan dan inggota DIRD sebagaimana dimaksud pada ayat
' ' (1) iruruf d adalffi pejabat daerah yang memeg€urg jabatan

ketua, wakil ketua han anggotan DPRD . kabupaten sesuai

den gan ketentuan peraturan perundan g-undan gan

(5) penerima tudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

adalah .landl/duda, anak, atau Orang Ttra. Penerima

Tunjangan Tambahan penghasilan atau .y*g disebut juga

sebagai-gajiterusandariPNsatauPejabatNegarayang
*"rrirggJ dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan

peraturan plt""a""g-undangan yang - mengatur mengenai

pemberian 't ":"rg"i 
tambahan 

-penghasilan bagt pensiun

janda/duda PNS.

Pasal 4

T\rnjangan Hari Raya dan Gaji 5"tig" Belas sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 tidal diberikan t<epida PNS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam hal:
a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau

b. sedang ditugaskan di luar -instansi pemerintah baik di dalam

negerimaupundiluarnegeriyanggajinyadibayarolehinstansi
temPat Penugasan.

sesuai a"rrg* kJtentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 5

(1) T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, dan

Pejabat Negara, terdiri atas:
a. gaji Pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan Pangan; dan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum'
sesuai jabatanny a danl atau pangkatnya'

(2lTtrnjanganHari.RayadanGajiKetigaBelasbagiPimpinandan
Anggota Dewan Plrwakitan 

- 
Ralryat Daerah, paling lanyak

sebesar akumulasi dari uang Representasi, Tunjangan Keluarga,

danT\rnjanganJabatan_PimpinandanAnggotaDewan
perwakilan Rilqyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan

administr"tif fi*iinan dan- Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah' 
Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi calon PNS terdiri

atas:
a. 80 o/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan Pangan; dan
d. tunjangan umltm,
sesuai jabatanny a danl at'au pangkat golongan/ruangnya'

Pasal 7...
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Pasal 7

T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketigl Belas bagi penerima

;";j;;r* sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima

tunjangan sesuai den[an- ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 8

T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2,lidak termasuk:
a. tunjangan kinerja;
b. tunian[an kinerja daerah atau sebutan lain;
c. tambahat p"ttghr"silan pegawai atau sebutan lain;

d. insentif kinerja;
e. insentif kerja;
f. tunjangan pengelolaan arsip statis;
g. tunjangan batiaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi'

atau tunjangan lain Yang sejenis;
h. tunjangan Pengamanan;
i. tunjangan proiesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau

tunjangan kehormatan;
tambahan penghasilan bagi guru PNS;

insentif khusus;
tunjangan khusus;

. tunjangan Pengabdian;
tunjangan oPerasi Pengamallan;
tunjangan selisih Penghasilan;
tunjangan penghidupan luar negeri;
tunjangan atau inientif yang ditetapkan dengan peraturan

perundlng-undangan atau peraturan internal instansi

pemerintah; dan
iunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan

""U*grl*ana 
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

(1) T\rnjangan Hari Raya sebagaiman€ -diqa]<sud 
dalam Pasal 2

dibayark"r, p"iing cJpat 1O (iepuluh) hari kerja sebelum tanggal

hari raya.

t2l Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebage"imana dimaksud pada\-' 
ayat (1) belum-dafat dibayarkan, T\rnjangan Hari Raya dapat

dibayarkan setelah tanggal hari raya'
(3) tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

besarannya sesuai dengan letentuan sebagaimana {imaksud
dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, untuk I (satu) bulan pada

bulan April Tahun 2O2L.

Pasal 1O

GajiKetigaBelassebagaimanadimaksudda]amPasal2
di6ayarkan paling cepat pada bulan Juni'
Dalam hal Gaji feti[a gLhs sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) belum dapat dibaj'arkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan

setelah bulan Juni.

r.

(1)

(2)

(3) Gaji...



(1)
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(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana- dimaksud

dalam pasal S, Pasal 6 [an Pasa1 7, untuk 1 (satu) bulan pada

bulan Juni Tahun 2A2l -

Pasal 11

Ttrnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga- Belas sebagaimana

dimaksud dal; pasal 2, tiaat dikenakan potongan iuran

dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
b,..rr3.rrg"tt Hari fr.yt dan Gqii Ketiga- Belas sebagaimana

amir.*ird pada uy^i (1) diken"itttt pajak penghasilan sesuai

dengan Gtentuan peraturan perundang-undangan dan

ditanggung Pemerintah.

Pasal 12

DalamhalAparaturNegaraSesuaiketentuandapatmenerima
lebih dari 1 (satu) Tunjingan Hari Raya, T\rnjangan Hari Raya

,"rr* dibayaikan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang

nilainya Paling besar.
Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menerirrla lebih aari 1 (satu) TgljTg* Hari Raya'

kelebihan pembayaran T\rnjangan H-ari Raya tersebut

merupakanutangdanwajibmengembalikankepadanegara
*esuai dengan kelentuan peraturan perrrndang-undangan'
Dalam hal Aparatur N.gu"r, se[atigu" sebagai penerima

tunjangan, T\rnjangan Hari Raya yang dibayarkan:
a. tuijangan U*i n"y. sebagai Aparatur Negara; dan

b. Tunjan[an Hari Raya sebagai Penerima T\rnjangan'

Pasal 13

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima

lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas_ yang

dibayarkan nlnya 1 (satu) baji Ketiga Belas yang nilainya
paling besar.

(21 b"fri hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat\-' 
(1) menerima lebih aari r (satu)-G?Ji Ketiga Belas, kelebihan

pembayaran Gaji Ketiga Beias tersebut merupakan utang dan

wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan' , -^-^^-.

(A) baUm fraf Aparadrr Negara sekaligus sebagai penerima

tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
a. 

-caji 
Ketiga BehJ sebagai Aparatur N9gara; dan

b. Caii fetiga Belas sebagai Penerima T\rnjangan'

Pasal 14

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1)

(21

(3)

Pasal 15...



Diundangkan di
pada tanggal 7

SEKRETARIS

Pasal L5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangall
Peraturan-nupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 7 iAA 2A21,

Kabanjahe
M€t 2O2l

ERAH KABUPATEN KARO,

RBA

KABUPATEN KARO TAHUN 2O2I NOMOR TT


